
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Patisipasi Guru dalam Pengambilan Keputusan

1.1 Pengertian Partisipasi

Ada banyak ahli yang mendefinisikan tentang partisipasi. Menurut

Almond (Syamsi, 1986: 112) dalam Atik (2011), partisipasi didefinisikan

“sebagai orang-orang yang orientasinya justru pada penyusunan dan

pemrosesan input serta melibatkan diri dalam artikulasi dari tuntutan-

tuntutan kebutuhan dan dalam pembuatan keputusan”. Sedangkan,

Jnabrota Bhattacharyya (Ndraha, 1990: 102) mengartikan partisipasi

sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Bisa diterangkan bahwa partisipasi ini merupakan keikutsertaan seseorang

dalam rangkaian kegiatan yang bertujuan atau dengan tujuan untuk

mencapai kepentingan bersama. Dengan harapan setiap bentuk partisipasi

individu dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kelangsungan

tujuan bersama.

Sedangkan Mubyarto (Ndraha, 1990: 102) mendefinisikannya partisipasi

sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai
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kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri

sendiri.

Partisipasi warga menurut Sj Sumarto (2004: 17) dalam Atik (2011) adalah

“proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan

organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung

mempengaruhi kehidupan mereka”.

Untuk selanjutnya definisi partisipasi merupakan keikutsertaan, peranserta

atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya

(Sastropoetro;1995) dalam TCI (2009). Adapun pengertian prinsip

partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur

tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan

sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK,

2007) dalam TCI (2009).

Verhangen (1979) (Mardikanto, 2003) dalam TCI (2009) menyatakan

bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan

komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung

jawab, dan manfaat. Theodorson (Mardikanto, 1994) dalam TCI (2009)

mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi

merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga

masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan

yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan

oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat
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diartikan sebagi keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial

untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan

atau profesinya sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli tersebut di atas, bisa di

tarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau

keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan

(tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap

keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah

ditentukan bersama.

1.2 Faktor-Faktor Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya

partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan.

Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk

tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan;

yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards)

yang dapat diharapkan (Berlo, 1961) dalam TCI (2009).

Conyers (1991) dalam TCI (2009) menyebutkan tiga alasan mengapa

partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partispasi

masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai

kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa

masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena
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mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai

rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong

adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa

merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam

pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep

man-cetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi

perbaikan nasib manusia.

1.3 Tahap-Tahap Partisipasi

Dalam partisipasi terdapat tahapan-tahapan yang dapat ditempuh. Tujuan

dari tahapan ini adalah bagaimana seseorang itu dapat berpartisipasi dalam

suatu pengambilan keputusan, dalam suatu kegiatan yang dimulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta

pemanfaatan dari hasil kegiatan tersebut. Sehingga, tumbuh suatu

kesadaran dalam diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap

program pembangunan.

Tahapan partisipasi dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditumbuhkan melalui
dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak
berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan
tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di
tingkat lokal (Mardikanto, 2001).

2) Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan.
Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi
dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan,
partisipasi dalam tahap pemanfaatan.

3) Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus
diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk
tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya
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yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang
bersangkutan (Mardikanto, 2001).

4) Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memperoleh
umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam
pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).

5) Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur
terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah
untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga
pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping
itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan
kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap
program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).

1.4 Pengertian Guru

Pengertian Guru (dari Sanskerta: गु yang berarti guru, tetapi arti secara

harfiahnya adalah "berat") adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam

bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Wikipedia, 2011).

Pengertian guru secara umumnya adalah pendidik dan pengajar pada

pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai

semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang

yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.

Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru, antara lain: dosen,

mentor, tentor, dan tutor (Wikipedia, 2011).

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seorang yang

pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dalam bahasa
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Arab disebut mu’allim dan dalam bahasa Inggris disebut Teacher. Itu

semua memiliki arti yang sederhana yakni "A Person Occupation is

Teaching Other" artinya guru ialah seorang yang pekerjaannya mengajar

orang lain (Bull, 2011). Untuk selanjutnya definisi guru menurut Ngalim

Purwanto (1994) ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau

kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang.

Selain dari teori-teori di atas, masih ada beberapa pendapat tentang guru.

Seperti Ahmad Tafsir (1992) juga ikut ambil bagian dengan

mengemukakan pendapat bahwa guru ialah orang-orang yang bertanggung

jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, kognitif

maupun psikomotorik.·

Sedangkan pendapat lainnya menurut Hadari Nawawi (1982) bahwa

pengertian guru dapat dilihat dari dua sisal. Pertama secara sempit, guru

adalah ia yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang

yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan

secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu

anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.·

Pengertian-pengertian diatas menurut Muhibbin Syah (1995) masih

bersifat umum, dan oleh karenanya dapat mengundang bermacam-macam

interpretasi dan bahkan juga konotasi (arti lain). Pertama adalah kata

"seorang (A Person) bisa mengacu pada siapa saja asal pekerjaan sehari-

harinya (profesinya) mengajar. Dalam hal ini berarti bukan hanya dia yang
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sehari-harinya mengajar disekolah yang dapat disebut guru, melainkan

juga dia-dia yang lainnya yang berprofesi (berposisi) sebsagai Kyai di

pesantren, pendeta di gereja, instruktur di balai pendidikan dan pelatihan,

kedua adalah kata "mengajar" dapat pula ditafsirkan bermacam-macam

misalnya: menularkan (menyampaikan) pengetahuan dan kebudayaan

kepada orang lain (bersifat kognitif), melaih keterampilan jasmani kepada

orang lain (psikomotorik), dan menanamkan nilai dan keyakinan kepada

orang lain (afektif).

Akan tetapi terlepas dari bermacam interpretasi tadi guru yang dimaksud

dalam pembahasan ini ialah tenaga pendidik yang pekerjaannya mengajar

seperti yang tersebut dalam UUSPN tahun 1989 Bab VII pasal 27 ayat 3.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil sebuah konklusi bahwa

yang dimaksud guru adalah seorang atau mereka yang pekerjaannya

khusus menyampaikan (mengajarkan) materi pelajaran kepada siswa

disekolah.

1.5 Pengertian Pengambilan Keputusan

Jika kita bermaksud mempelajari atau meneliti tentang pengambilan

keputusan tertentu maka kita membutuhkan suatu pedoman dan kriteria

yang relevan dengan apa yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sebab,

apa yang kita temukan dalam realita sebetulnya bergantung pada apa yang

kita cari, dan dalam hubungan ini konsep-konsep dan teori-teori

pengambilan keputusan yang ada dapat memberikan arah pada penelitian

yang sedang kita lakukan.
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Menurut Davis (1988), keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah

yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya

mengenai unsur-unsur perencanaan. Keputusan dibuat untuk menghadapi

masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi terhadap rencana yang telah

digariskan atau penyimpangan serius terhadap rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. Tugas pengambilan keputusan tingkatnya

sederajad dengan tugas pengambilan rencana dalam organisasi.

Selanjutnya, Siagian (1996) menyatakan, pada hakikatnya pengambilan

keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu

masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data. Penentuan yang matang dari

altenatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Di dalam proses

pengambilan keputusan menurut Claude S. George, Jr (2005) menyatakan,

proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer

berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan,

penilaian dan pemilihan di antara sejumlah alternatif.

Berbeda lagi dengan pendapat Horolddan Cyril O'Donnell (2005),

mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara

alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan,  suatu

rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan,  suatu

sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.

Untuk memperjelas lagi definisi pengambilan keputusan, Dee Ann Gullies

(1996), memberikan penjelasan bahwa pengambilan keputusan sebagai
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suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa terdiri dari rangkaian tahapan

yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan

ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah

dan memulai tindakan. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan oleh

Handoko (1997), pembuatan keputusan adalah kegiatan yang

menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan dipilih sebagai

penyelesaian suatu masalah tertentu.

Selain dari pendapat-pendapat diatas, ada lagi pendapat dari Ralp C. Davis

dalam Imam Murtono (2009), mengatakan bahwa keputusan dapat

dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari

atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus

mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan

haruslah memperhatikan hal-hal seperti; logika, realita, rasional, dan

pragmatis.

Berkaitan dengan teknik pengambilan keputusan, James A.F. Stoner dalam

Imam (2009) menjelaskan, bahwa secara umum pengertian pengambilan

keputusan adalah, teknik pendekatan yang digunakan dalam proses

pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara

pemecahan masalah.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, pengambilan keputusan

dapat dikatakan sebagai sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap

hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang

matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang
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menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian ini

mengandung lima hal esensi yaitu:

1. dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara

kebetulan;

2. pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara “sembrono”

karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus

didasarkan atas kemampuan organisasi, tenaga kerja yang tersedia, dan

situasai lingkungan;

3. bahwa sebelum sesuatu masalah data dipecahkan dengan baik, hakekat

daripada masalah ini harus diketahui dengan jelas;

4. pemecahan masalah tidak dapat dilakukan melalui “ilham” atau dengan

mengarang yang berdasarkan data-data yang telah didapatkan; dan

5. keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai

altrnatif yang ada setelah dianalisis dengan matang (Siagian, 1996).

Menurut Asta Qauliyah (2005), dia membagi tiga teori pengambilan

keputusan yang dianggap paling sering dibicarakan dalam berbagai

kepustakaan kebijaksanaan negara. Teori-teori yang dimaksud ialah: teori

rasional komprehensif, teori inkremental, dan teori pengamatan terpadu.

Pertama, teori rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang

paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas

ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat

dikemukakan sebagai berikut.

1. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang
dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai
sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
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2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat
keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan
urutan kepentingannya.

3. Berbagai altenatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara
saksama.

4. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap
altenatif yang dipilih untuk diteliti.

5. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat
diperbandingkan dengan alternatif-altenatif lainnya.

6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang
dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah
digariskan.

7. Teori rasional komprehensif banyak mendapatkan kritik dan kritik
yang paling tajam berasal dari seorang ahli Ekonomi dan Matematika
Charles Lindblom (1965, 1964, 1959), Lindblom secara tegas
menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarya tidaklah
berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit dan terumuskan
dengan jelas (Qauliyah, 2005).

Kedua, teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan

mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari

banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional

komprehensif) dan, pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih

banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat

pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori

inkremental ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang
diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang
saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah;

b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa
altematif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan
alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental
atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada
sekarang;

c. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar
saja yang akan dievaluasi;

d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didedifinisikan
secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan
untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta
sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih
dapat ditanggulangi;

e. Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap
masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan
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bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan
tertentu meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang
paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan;

f. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat
perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk
memperbaiki ketidak sempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam
mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya
untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa
yang akan datang; dan

g. Keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada
hakikatnya merupakan produk dari saling memberi dan menerima dan
saling percaya di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses
keputusan tersebut (Qauliyah, 2005).

Ketiga, teori pengamatan terpadu (mixed scanning theory). Penganjur teori

ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap

kritik-kritik para teoritisi inkremental yang diarahkan pada teori rasional

komprehensif, akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa

kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model

inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-

kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan serta

kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya

dalam masyarakat, sementara itu kepentingan-kepentingan dari kelompok-

kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu

mengorganisasikan kepentingannya praktis akan terabaikan (Qauliyah,

2005).

1.6 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry (1989), menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan

keputusan yang berlaku yaitu: intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan

rasional.
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1. Intuisi.
Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan
keputusan  yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif.
Sehingga keputusan yang dihasilkan relatif  kurang baik karena
seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya.

2. Pengalaman.
Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat
bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki
seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat
memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang
akan dihasilkan.

3. Wewenang.
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang memiliki hasil
keputusan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama
dan memiliki otentisitas (otentik),  tetapi  dapat menimbulkan sifat
rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering
melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat
menimbulkan kekaburan

4. Fakta.
Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat
memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik sehingga tingkat
kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi.

5. Rasional.
Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang
dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten yang
berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan
keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut:
1. kejelasan masalah: tidak ada keraguan dan kekaburan masalah;
2. orientasi tujuan: kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai;
3. pengetahuan alternatif: seluruh alternatif diketahui jenisnya dan

konsekuensinya;
4. preferensi yang jelas: alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria; dan
5. hasil maksimal: pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil

ekonomis yang maksimal.

Dalam pengambilan keputusan, selain dari dasar-dasar pengambilan

keputusan yang harus diketahui, kitapun perlu untuk mengetahui lebih jauh

tentang sifat, syarat-syarat dan tujuan dari suatu pengambilan keputusan

seperti dijelaskan di bawah ini.

1.7 Sifat, Syarat-Syarat, dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus dilihat sebagai sesuatu yang kontekstual

sifatnya karena:
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1. pengambilan keputusan tidak berlangsung dalam keadaan maupun

suasana vakum;

2. pengambilan keputusan berlangsung dalam rangka kehidupan

organisasional;

3. pengambilan keputusan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan

dan berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya;

4. pengambilan keputusan menyangkut berbagai model, teknik, dan

prosedur yang bersifat universal, akan tetapi diterapkan dengan

memperhitungkan situasi, kondisi, waktu serta tempat; dan

5. pengambilan keputusan pada analisa terakhir diukur dengan

implementasinya (Qauliyah, 2005).

Penelitian para ahli dan pengalaman para praktisi menunjukkan bahwa

keputusan yang baik adalah keputusan yang memenuhi berbagai

persyaratan. Syarat-syarat itu antara lain:

1.  keputusan yang dibuat, baik yang bersifat strategis, taktis maupun

operasional, harus berkaiatan dengan berbagai sasaran yang ingin

dicapai;

2. keputusan yang diambil harus memenuhi persyaratan rasionalitas dan

logika yang berarti menuntut pendekatan ilmiah berdasarkan teori para

ahli;

3. keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmiah

digabung dengan daya pikir yang kreatif, inovatif, intituitif dan bahkan

emosional;

4.   keputusan yang diambil harus bisa dilaksanakan; dan
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5. keputusan yang diambil harus diterima dan dipahami baik oleh

kelompok pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan

berbagai kegiatan dalam melaksanakan keputusan itu maupun oleh

para pelaksana kegiatan operasional (Imam, 2009).

Tujuan pengambilan keputusan terbagi dua yaitu tujuan yang bersifat

tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) dan

tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat

kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Menurut Imam (2009), unsur-

unsur pengambilan keputusan terdiri dari:

1. tujuan dan pengambilan keputusan,

2. identifikasi alternatif-alternatif, keputusan untuk pemecahan masalah,

3. perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui, dan

4. sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil.

1.8 Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan

Menurut Terry (1989), faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam

mengambil keputusan sebagai berikut:

1. hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional
maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan;

2. setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai
tujuan organisasi;

3. setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi,
perhatikan kepentingan orang lain;

4. jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan;
5. pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan

mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik;
6. pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup

lama;
7. diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan

hasil yang baik;
8. setiap keputusan hendaknya dikembangkan, agar dapat diketahui

apakah keputusan yang diambil itu betul; dan
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9. setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian
kegiatan berikutnya.

Bukan hanya itu, masih ada enam faktor pengambilan keputusan lainnya

yang juga ikut mempengaruhi pengambilan keputusan.

1. Fisik

Didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak

nyaman, atau kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah

laku yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih tingkah

laku yang memberikan kesenangan.

2. Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu

situasi secara subjektif.

3. Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi,

memahami situasi dan berbagai konsekuensinya.

4. Praktikal

Didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan

melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan

dirinya melalui kemampuanya dalam bertindak.

5. Interpersonal

Didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antar

satu orang keorang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individual.
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6. Struktural

Didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan

mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu

tingkah laku tertentu (Asta, 2005).

Selanjutnya, John D.Miller dalam Imam Murtono (2009)  menjelaskan

faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah:

jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan

keterbatasan kemampuan.

Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor

utama yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam

pengambilan resiko. Pertama, nilai individu pengambil keputusan

merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan

pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan.

Kedua, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi

oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian

yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus

kekuasaan dan emosional versus obyektivitas.

Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Untuk meningkatkan

kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi

ketidakpastian dari situasi resiko, karena keputusan yang berbeda

dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian adalah kurangnya

pengetahuan hasil tindakan, sedangkan resiko adalah kurangnya kendali

atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan
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memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat

mengendalikannya (Imam, 2009).

Adapun dalam referensi lain pengambilan keputusan yang dipengaruhi

oleh faktor-faktor personal.

1. Kognisi, artinya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang di miliki.

Misalnya; kemampuan menalar, memiliki kemampuan berfikir secara

logis, dll.

2. Motif, suatu keadaan tekanan dalam diri individu yang mempengaruhi,

memelihara dan mengarahkan prilaku menuju suatu sasaran.

3. Sikap, bagaimana keberanian kita dalam mengambil risiko keputusan,

pemilihan suasana emosi dan waktu yang tepat, mempertimbangkan

konsekuensi yang mungkin terjadi (Asta, 2005).

1.9 Struktur, System dan Langkah Pengambilan Keputusan

Prajudi (1984) menyatakan struktur dan system dari kerangka pengambilan

keputusan tergantung pada:

1. posisi orang yang berwenang, bertanggung jawab untuk mengambil

keputusan;

2. problema atau maslah yang dihadapi dan harus ditangani atau

dipecahkan;

3. situasi di mana si pengambil posisi dan problem itu berada;

4. kondisi dari pada si pengambil keputusan, kekuatan dan

kemampuannya untuk menghadapi problem tersebut; dan

5. tujuan yang harus dicapai dengan pengambilan keputusan.
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Setelah mengetahui bagaimana struktur dan syarat dalam pengambilan

suatu keputusan, ada baiknya kita juga mengetahui bagaimana langkah

dalam model pengambilan keputusan yang rasional. Berkaitan dengan

proses pengambilan keputusan rasional dapat diuraikan sebagai berikut.

Pengambil keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang

konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada enam langkah dalam model

pengambilan keputusan yang rasional yang dikutip dari Stephen P.

Robbins (2002: 90).

1. Mendefinisikan masalah: Suatu masalah muncul ketika terdapat
ketidaksesuaian antara kenyataan dengan kondisi yang diinginkan.

2. Mengidentifikasi kriteria keputusan: Pengambil keputusan sedang
menentukan apa yang relevan dalam pengambilan keputusan.

3. Menimbang kriteria: Memberi mereka prioritas yang tepat dalam
keputusan karena kriteria yang diidentifikasi tidak selalu memiliki
bobot yang sama.

4. Menghasilkan alternatif: Begitu alternatif telah dihasilkan,
pengambilan keputusan harus secara kritis menganalisis dan
mengevaluasi masing-masing alternatif tersebut.

5. Menilai semua alternatif pada masing-masing kriteria: Kekuatan dan
kelemahan masing-masing alternatif menjadi bahan pertimbangan
setelah alternatif-alternatif tersebut dibandingkan dengan kriteria dan
ditimbang seperti yang ditetapkan dalam langkah kedua dan ketiga.

6. Menghitung keputusan optimal: Hal ini dilakukan dengan
mengevaluasi masing-masing alternatif terhadap kriteria yang telah
dipertimbangkan dan memilih alternatif dengan skor tertinggi.

Model pengambilan keputusan yang rasional di atas mengandung sejumlah

asumsi-asumsi, yaitu:

1. kejelasan masalah: masalah jelas dan tidak samar-samar. Pengambil
keputusan diasumsikan memiliki informasi lengkap sehubungan
dengan situasi keputusan;

2. pilihan diketahui: pengambil keputusan dapat mengidentifikasi semua
kriteria yang relevan dan dapat membuat daftar dari semua alternatif
yang berlaku terus. Labih lanjut, pengambilan keputusan mengetahui
semua kemungkinan konsekuensi dari masing-masing alternatif;

3. preferensi yang jelas: rasionalitas mngasumsikan bahwa masing-
masing kriteria dan alternatif dapat direngking  dan ditimbang untuk
menunjukkan tingkat pentingnya;
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4. preferensi yang konstan: diasumsikan bahwa kriteria suatu keputusan
tertentu  adalah konstan dan beban yang ditugaskan pada mereka stabil
sepanjang waktu;

5. tidak ada batasan waktu dan biaya: pengambilan keputusan rasional
dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang kriteria dan
alternatif karena diasumsikan bahwa tidak ada kendala waktu dan
biaya; dan

6. hasil maksimal: pengambilan keputusan rasional akan memilih
alternatif yang menghasilkan nilai yang dipandang tertinggi (Stephen
P. Robbins, 2002: 91).

Menurut Richard I. Levin dalam Imam Murtono (2009) terdapat 6 (enam)

tahap pengambilan keputusan, tahap observasi, tahap analisis dan

pengenalan masalah, pengembangan model, memilih data masukan yang

sesuai, perumusan dan pengetesan, pemecahan.

Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses bawah sadar yang

tercipta dari pengalaman. Pengambilan keputusan intuitif tidak harus

dengan melakukan analisis rasional secara independen, namun, lebih

merupakan dua hal yang saling melengkapi. Hasilnya adalah bahwa

pengambilan keputusan intuitif dapat mengambil keputusan dengan cepat

dalam informasi yang sangat terbatas (Imam, 2009).

Untuk menghindari informasi yang terlalu banyak, para pengambil

keputusan menyandarkan pada heuristik atau jalan pintas penilaian, dalam

pengambilan keputusan. Ada dua kategori umum heuristik ketersediaan

dan keterwakilan. Keduanya menimbulkan bias dalam penilaian. Bias lain

yang sering dibuat oleh para pengambil keputusan adalah kecendrungan

untuk meningkatkan komitmen kepada serangkaian tindakan yang gagal.

Heuristik Ketersediaan (availability heuristic) dimana kecendrungan orang

untuk mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang sudah tersedia
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untuk mereka. Sedangkan Heuristik Keterwakilan (representative

heuristic) yaitu kcendrungan menilai suatu kejadian dengan

mencocokkannya pada kejadian yang sebelumnya ada (Imam, 2009).

Bias lainnya yang berpengaruh dalam praktik pengambilan keputusan

adalah kecendrungan untuk meningkatkan komitmen ketika suatu aliran

keputusan dipandang sebagai suatu rangkaian keputusan. Peningkatan

Komitmen (escalation of commitment) adalah komitmen yang meningkat

terhadap keputusan sebelumnya meskipun terdapat informasi yang negatif

pada keputusan tersebut (Imam, 2009).

1.10 Gaya Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan (leadership) yang ditetapkan oleh seorang manajer dalam

organisasi dapat menciptakan integritas yang serasi dan mendorong gairah

kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang maksimal. Pelaksanaan

kepemimpinannya cendrung menumbuhkan kepercayaan, partisipasi,

loyalitas, dan internal motivasi para bawahan dengan cara persuasif. Hal

ini semua akan diperoleh karena kecakapan, kemampuan, dan perilakunya

(Malayu, 2009).

Menurut H. Malayu (2009), kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja

secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi

Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong,

menuntun, dan membimbing asuhannya. Sehingga makna dan hakikat

yang terkandung bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja,
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dan produktivitas kerja yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi

yang maksimal.

Adapun gaya kepemimpinan menurut H. Malayu (2009):

1. kepemimpinan otoriter.
Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri
oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan
saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;

2. kepemimpinan partisipatif.
Pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan dalam
memberikan saran, ide, dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan; dan

3. kepemimpinan delegatif.
Pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan
kepada bawahan dalam arti pimpinan menginginkan agar para bawhan
bisa mengendalikan diri mereka sendiri dalam menyelesaikan
pekerjaan tersebut.

Gaya pengambilan keputusan, model ini mengidentifikasi empat

perbedaan individu dalam pengambilan keputusan. Model ini dirancang

untuk digunakan oleh para manajer, tetapi kerangka umumnya dapat

digunakan oleh pengambil keputusan individu manapun. Landasan model

tersebut adalah pengakuan bahwa setiap orang berbeda sepanjang dua

dimensi. Pertama adalah cara mereka berfikir. Sebagai orang logis dan

rasional. Mereka mengolah informasi secara berurutan. Sebaliknya,

sebagai orang intuitif dan kreatif. Mereka memandang suatu hal sebagai

suatu yang utuh. Dimensi lainnya menuju toleransi akan ketidakjelasan

dari seseorang. Sebagian orang memiliki kebutuhan untuk menyusun

informasi dengan cara meminimalkan ketidakjelasan, yang lainnya mampu

mengolah banyak pemikiran pada waktu yang bersamaan.

Dari dua dimensi ini akan terbentuk empat gaya pengambilan keputusan.

1. Gaya perintah
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Memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidak jelasan para

pengambil keputusan dan mencari rasionalitas. Gaya perintah membuat

keputusan dengan cepat, dan mereka fokus pada jangka pendek.

2. Gaya analitis

Memiliki toleransi yang jauh lebih besar terhadap ketidakpastian

daripada para pengambil keputusan perintah. Pengambilan keputusan

yang hati-hati dengan kemampuan untuk mengadaptasi atau mengatasi

situasi-situasi baru.

3. Gaya konseptual

Cenderung sangat luas dalam pandangan mereka dan

mempertimbangkan banyak alternatif. Fokus mereka adalah jangka

panjang, dan mereka sangat baik dalam menemukan solusi kreatif

terhadap suatu masalah.

4. Gaya perilaku

Mencirikan pengambil keputusan yang bekerja baik dengan orang lain.

Mereka memperhatikan pencapaian dari rekan kerja dan bawahan.

Mereka mudah menerima saran dari orang lain dan sangat

menyadarkan pada pertemuan untuk komunikasi (Stephen P. Robbins,

2002: 93--100).

Selanjutnya H. Malayu (2009: 175) mengemukakan empat gaya

pengambilan keputusan yang berbeda.

1. Gaya Otoratif, diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki

pengalaman dan informasi untuk menghasilkan konklusi, sementara

pengikut tidak memiliki kemampuan, kesediaan, dan keyakinan untuk

memecahkan masalah.
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2. Gaya Konsultatif, adalah strategi yang tepat apabila manajer mengenali

bahwa pengikut juga mempunyai beberapa penglaman atau

pengetahuan tentang masalah dan bersedia memecahkan masalah

meskipun belum mampu.

3. Gaya Fasilitatif, merupakan upaya kooperatif yaitu manajer dan

pengikut berkerja sama mencapai keputusan bersama.

4. Gaya Delegatif, digunakan terhadap pengikut yang memiliki tingkat

kesiapan, yang memiliki pengalaman dan informasi yang diperlukan

untuk keputusan dan rekomendasi yang layak.

Suatu organisasi sebenarnya dapat menyulitkan para pengambil keputusan.

Sebagai contoh, para manajer membuat keputusan dipengaruhi oleh sistem

evaluasi kinerja dan penghargaan organisasi serta batas waktu organisasi.

Keputusan organisasi sebelumnya juga dapat membatasi keputusan-

keputusan yang sekarang.

1. Evaluasi kerja

Para manajer, dalam membuat keputusan, sangat dipengaruhi oleh

dimana mereka dievaluasi.

2 Sistem penghargaan

Sistem penghargaan organisasi mempengaruhi seorang pengambil

keputusan dengan menyarankannya untuk memilih pilihan yang sesuai

dengan sistem penghargaan yang ada.

3 Sistem penentuan tenggat waktu

Organisasi menentukan  tenggat waktu dalam pengambilan keputusan.

4 Pengaruh keputusan sebelumnya
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Pengambilan keputusan rasional mengambil suatu perspektif yang

tidak realistis. Keputusan yang dibuat di masa lalu adalah hantu-hantu

yang secara terus-menerus membayangi pilihan-pilihan yang sekarang

(Malayu, 2009).

1.12Nilai-Nilai dan Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

Berkaitan dengan kriteria pengambilan keputusan, Anderson (2006)

menjelaskan bahwa nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman

perilaku para pembuat keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi empat

kategori, yaitu: nilai-nilai pribadi, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi,

dan nilai-nilai kebijaksanaan.

1. Nilai-nitai pribadi.
Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan
fisik atau kebutuhan finansial’ reputasi diri, atau posisi historis
kemungkinan juga digunakan- oleh para pembuat keputusan sebagai
kriteria dalam pengambilan keputusan.

2. Nilai-nilai politik.
Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas altematif
kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya altematif-
altematif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien
dari badan atau organisasi yang dipimpinnya.

3. Nilai-nilai organisasi.
Para pembuat keputusan, khususnya birokrat (sipil atau militer),
mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai
organisasi di mana ia terlibat di dalamnya’ Organisasi’.

4. Nilai-nilai kebijaksanaan.
Dari perbincangan di atas, satu hal hendaklah dicamkan, yakni
janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik
kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata
hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-penimbangan demi
keuntungan politik, organisasi atau pribadi.

Berkaitan dengan jenis-jenis keputusan, dapat diklasifikasikan dalam dua

kategori, yaitu keputusan yang direncanakan/diprogram dan keputusan

yang tidak direncanakan/tidak terprogram. Pertama, keputusan yang

diprogram merupakan keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan secara
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berulang-ulang sehingga dapat dikembangkan suatu prosedur tertentu.

Keputusan yang diprogram terjadi jika permasalahan terstruktur dengan

baik dan orang-orang tahu bagaimana mencapainya. Permasalahan ini

umumnya agak sederhana dan solusinya relatif mudah. Di perguruan tinggi

keputusan yang diprogram misalnya keputusan tentang pembimbingan

KRS, penyelenggaraan Ujian Akhir Semester, pelaksanaan wisuda, dan

lain sebagainya (Gitosudarmo, 1997). Kedua, keputusan yang tidak

diprogram adalah keputusan baru, tidak terstrutur dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat dikembangkan prosedur tertentu

untuk menangani suatu masalah, apakah karena permasalahannya belum

pernah terjadi atau karena permasalahannya sangat kompleks dan penting.

Keputusan yang tidak diprogram dan tidak terstruktur dengan baik, apakah

karena kondisi saat itu tidak jelas, metode untuk mencapai hasil yang

diinginkan tidak diketahui, atau adanya ketidaksamaan tentang hasil yang

diinginkan (Wijono, 1999).

Selanjutnya ada enam hal yang juga termasuk didalam jenis-jenis

pengambilan keputusan: (1) Pengambilan keputusan karena ketidak

sanggupan: memberikan kajian berlalu, tanpa berbuat apa-apa; (2)

Pengambilan keputusan intuitif bersifat segera, terasa sebagai keputusan

yang paling tepat dalam langsung diputuskan; (3) Pengambilan keputusan

yang terpaksa, karena sudah kritis: sesuatu yang harus segera

dilaksanakan; (4) Pengambilan keputusan yang reaktif: ”Kamu telah

melakukan hal itu untuk saya, karenanya saya akan melakukan itu

untukmu.” Sering kali dilakukan dalam situasi marah atau tergesa-gesa; (5)

Pengambilan keputusan yang ditangguhkan: dialihkan pada orang lain,
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memberikan orang lain yang bertanggung jawab; dan (6) Pengambilan

keputusan secara berhati-hati: dipikirkan baik-baik, mempertimbangkan

berbagai pilihan (Anderson, 2006).

1.13Fase Pengambilan Keputusan

Menurut Herbert A. Simon dalam Imam Murtono (2009)  terdapat tiga fase

pengambilan keputusan.

1. Fase intelegensia

Proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan

keputusan dipilih atau tidak.

2. Fase desain

Kegiatan yang mengemukakan konsep berdasar face intelegensia untuk

mencapai tujuan. Face desain meliputi: menemukan cara-cara/metode,

mengembangkan metode, dan menganalisa tindakan yang dilakukan.

3. Fase pemilihan

Memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan

keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasar atas kriteria yang telah

ditetapkan

Fase dalam pengambilan keputusan bukan hanya terdiri dari tiga fase saja

seperti yang dikemukakan di atas. Menurut Sir Francis Bacon (2005)

mengatakan, terdapat enam fase tahapan pengambilan keputusan yaitu:

merumuskan atau mendefinisikan masalah, pengumpulan informasi yang

relevan, analisis alternatif, memilih alternatif terbaik, melaksanakan

keputusan, dan evaluasi hasil.
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1.14Teknik Pengambilan Keputusan

Beberapa teknik yang digunakan di dalam pengambilan keputusan.

a. Tujuan analisis keputusan (decision analysis).

Mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria

khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia

yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi risiko yang

melekat pada keputusan tersebut.

b. Keputusan dalam ketidakpastian (uncertainty).

Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana

keputusan dimana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui /tak

diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian pengambil keputusan

sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa,

namun pengambil keputusan tidak dapat menetapkan probabilitas

peristiwa.

c. Keputusan dalam situasi risk (probability).

Tahap-tahap: diawali dengan mengidentifikasikan bermacam-macam

tindakan yang tersedia dan layak; peristiwa-peristiwa yang mungkin

dan probabilitas terjadinya harus dapat diduga dan pay off untuk suatu

tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan.

d. Persoalan inventori sederhana dalam keadaan ada resiko.

Kriteria nilai harapan (expected value) yang telah digunakan di atas

juga diterapkan untuk memecahkan persoalan inventori sederhana.

e. Pengambilan keputusan dalam suasana konflik (game theory).

Memusatkan analisis keputusan dalam suasana konflik dimana

pengambil keputusan menghadapi berbagai peristiwa yang aktif untuk
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bersaing dengan pengambil keputusan lainnya, yang rasional, tanggap

dan bertujuan memenangkan persaingan/ kompetisi.

Pola dasar berpikir dalam konteks pengambilan keputusan organisasi

adalah (1) penilaian situasi (situational approach) untuk menghadapi

pertanyaan “apa yang terjadi”, (2) analisis persoalan (problem analysis)

dari pola pikir sebab-akibat,  (3) analisis keputusan (decision analysis)

didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan, dan (4) analisis

persoalan potensial (potential problem analysis) didasarkan pada perhatian

kita mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin

terjadi dan dapat terjadi (Imam, 2009).

Untuk itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengambilan keputusan

berarti memilih alternatif, alternatif yang terbaik (the best alternative).

Pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif

tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan

alternatif yang tepat. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan setelah

evaluasi/penilaian mengenai efektifitasnya dalam mencapai tujuan yang

dikehendaki pengambil keputusan.

2. Kerjasama

2.1 Pengertian Kerjasama

Teori kerjasama menurut Roucek dan Warren berarti bekerja bersama-sama

untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling

dasar. Kerjasama merupakan sutau bentuk proses sosial yang di dalamnya

terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama
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dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-

masing (Al-bantany, 2009).

Kerjasama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) yang

anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai

suatu hasil mufakat. Ruang kelas suatu tempat yang sangat baik untuk

membangun kemampuan kelompok (tim), yang anda butuhkan kemudian di

dalam kehidupan (Wikipedia, 2010).

Menurut Soejono Soekamto (1987: 278) dalam Anjawaningsih (2006)

menerangkan bahwa kerjasama merupakan ”Suatu kegiatan yang dilakukan

secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Kerjasama bisa bermacam-

macam bentuknya, namun semua kegiatan yang dilakukan diarahkan guna

mewujudkan tujuan bersama.” Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan

yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara besama-

sama. Misalnya kerjasama dibidang pendidikan, kerjasama ini tentunya

dilakukan oleh orang-orang yang berada dilingkungan pendidikan yang sama-

sama memiliki pandangan dan tujuan yang sama.

Menurut Zainudin (2009), kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau

satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan

yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai

dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah

kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi

untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).
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Sedangkan menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul Kerjasama Antar

Daerah (1985: 12--13).

”Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau
lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan
bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang
melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau
lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut
tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada
obyek itu tidak terdapat kerjasama.Unsur dua pihak, selalu
menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling
mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama
penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan
pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan
yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun
bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang
ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama
senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang
seimbang, serasi dan selaras.”

Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007: 28). Kerjasama memiliki

derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (cooperation)

sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. “Para ahli pada

dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi,

integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada

tingkatan yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang

paling tinggi.”

Menurut Rosen dalam Keban (2007: 32).

“Secara teoritis, istilah kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan
dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan.
Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat
dari ekonomi skala (economies of scales). Pembelanjaan atau pembelian
bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana
pembelian dalam skala besar atau melebihi “threshold points”, akan lebih
menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut
biaya overhead (overhead cost) akan teratasi meskipun dalam skala yang
kecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberikan hasil yang
memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Kerjasama
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juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan misalnya dalam pemberian
atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat
membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal
harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama seperti pusat rekreasi,
pendidikan orang dewasa, transportasi dan sebagainya.”

Menurut Tangkilisan (2005: 86) dalam bukunya yang berjudul Manajemen

Publik. ”Lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang

timbul di luar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta

tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan

kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat

didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang

untuk mencapai tujuan.”

Dwight Waldo dalam Hamdi (2007: 41) menyatakan bahwa, “In general, the

more knowledge that is necessary to run a contemporary society, and the more

specialization that is a consequence, then the more need of and potential for

horizontal rather than vertical cooperative arrangements.” Intinya, secara

umum suatu keadaan berimplikasi pada semakin banyaknya kebutuhan, dan

juga semakin berkembangnya potensi, untuk tatanan kerjasama yang bersifat

horizontal ketimbang kerjasama yang bersifat vertikal.

2.2 Bentuk Perjanjian dan Pengaturan Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan

pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Keban (2007: 33) bahwa

bentuk perjanjian (forms of agreement) dibedakan atas.

1. Handshake agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas

perjanjian tertulis.



48

2. Written agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas

perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk.

1. Consortia, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena

lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.

2. Joint purchasing, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian

barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.

3. Equipment sharing, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan

yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.

4. Cooperative construction, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan

bangunan.

5. Joint services, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan

publik.

6. Contract services, yaitu pengaturan kerjasama antara pihak satu

mengkontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu.

7. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan

selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan

pelatihan.

Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus

tercapai keuntungan bersama (2007: 50--51).

“Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat
bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (win-win). Apabila
satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi
terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari
kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan
pemahaman sama terhadap tujuan bersama.”
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2.3 Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip

umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban

(2007). Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance.

1. Partisipasi masyarakat
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan
berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya supremasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

4. Peduli pada stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada konsensus
Tata pemerintahan yang baik mampu menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus
menyeluruh.

6. Kesetaraan
Kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang menggunakan
sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-
organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta
memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial
yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.4 Alasan Terjadinya Kerjasama

Teori-teori kerja sama di atas menjelaskan mengapa manusia mau bekerja

sama dan bagaimana memperoleh kerja sama. Dikutip dari Williams,



50

Woodward and Dobson (2002). Ada beberapa penjelasan mengapa manusia

mau melakukan kerja sama.

1. Motivasi memperoleh rewards atau khawatir akan mendapatkan
punishment.
Misalnya berharap akan memperoleh imbalan keuangan, kepuasan bekerja,
pekerjaan yang lebih menyenangkan atau khawatir.

2. Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan
Motivasi ini dapat efektif apabila sang pemimpin benar2 jeli dan teliti
terhadap rekrutment awal pada saat masuk menjadi karyawan.

3. Motivasi moral
Hal ini efektif apabila sang pemimpin memberikan contoh moral yang baik
kepada karyawannya.

4. Motivasi menjalankan keahlian
Motivasi ini berkaitan erat dengan motivasi profesi, pekerjaan dan
perusahaan.

5. Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup
Hal ini berkaitan dengan psikologi & relegius positif seseorang.

6. Motivasi kapatuhan terhadap kekuasaan
Motivasi ini dapat berjalan dengan baik apabila para pekerja kita
mematuhi aturan2 yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

Didalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice, Rawls (2008)

mengemukakan tentang beberapa basic assumption agar dalam suatu

masyarakat dapat bekerja sama dalam kondisi Fair.

1. Anggota masyarakat tidak memandang tatanan sosial masyarakat tidak
berubah. Masyarakat harus menuju keadilan, sehingga masyarakat
terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial.

2. Kerjasama dibedakan dengan aktifitas yang terkoordinasi hal ini dapat
dilihat dari:
a. bentuk kerjasama selalu berpijak pada keadilan sedangkan

coordinated activity berpijak pada efektifitas/efisiensi;
b. kerjasama (organizing principle) aturan dibuat untuk mengatur

anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan
anggota) sedangkan dalam coordinated activity aturan dibuat untuk
kepentingan yang membuat aturan; dan

c. dalam kerjasama (organizing principle) harus sah secara publik
(harus disepakati oleh partisipan) sedangkan dalam coordinated
activity tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik.

3. Gagasan kerjasama yang fair mengandaikan kebaikan akan keuntungan
partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan
gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak
melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan
yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerjasama,
kalau saling mengalah tidak akan tercapai kerjasama). Resiprositas
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dalam kerjasama yang fair mempunyai arti bukan meninggalkan
kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan juga bukan
merumuskan aturan berdasarkan kekinian dan ekspektasinya.

Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian (2008) tahap kerja sama merupakan

tahap yang paling maju dan paling ideal dalam hubungan kerja. Pada tahap ini,

serikat pekerja turut serta secara aktif dalam peningkatan efesiensi, efektivitas,

produktivitas dan semangat kerja para karyawan. Kerja sama didasarkan pada

dua asumsi, yaitu:

1. kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan bila organisasi

meraih berbagai keberhasilan; dan

2. para karyawan berada pada posisi yang memungkinkan mereka mengamati

dan mengetahui proses produksi yang terjadi serta dapat mendeteksi

berbagai kelemahan dalam proses produksi itu serta dapat pula

memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk mengatasinya.

Kegairahan para karyawan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

produktivitas dan semangat kerja dapat terus dipupuk oleh manajemen dengan

menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah bahwa manajemen

seyogianya membuang pendapat yang mengatakan bahwa para karyawan

dibayar untuk bekerja bukan untuk berfikir. Memperlakukan para karyawan

semata-mata sebagai pekerja yang dianggap tidak mempunyai kemampuan

untuk berfikir bukan saja hanya akan melukai perasaan para karyawan dan

atasan langsungnya masing-masing, melainkan juga dapat merusak kerja sama

dalam memelihara dan menumbuhkan iklim hubungan kerja yang serasi.

Pendekatan kedua ialah dengan menekankan bahwa peningkatan efisiensi,

efektivitas, produktivitas, dan semangat kerja tidak akan mengakibatkan
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berkurangnya jumlah tenaga kerja dalam organisasi dan juga tidak akan

mengakibatakan berkurangnya pendapatan para karyawan. Bahkan sebaliknya

yang akan terjadi (Siagian, 2008).

Sudah barang tentu hubungan kerja yang didasarkan atas semangat kerja sama

tidak terbatas hanya pada pemberian kesempatan kepada para karyawan untuk

memberikan saran-saran tentang cara-cara kerja yang lebih efisien, efektif, dan

produktif. Hubungan tersebut mencakup semua segi kehidupan organisasional

yang didasarkan atas berbagai prinsip, seperti: saling menghargai, saling

menghormati, saling mendukung, berusaha menempatkan diri pada posisi

pihak lain, dan melakukan tindakan yang saling menguntungkan.

3. Keadilan

3.1 Pengertian Rasa Keadilan

Pengertian rasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) didefinisikan

dengan banyak arti:

1. tanggapan indria (indera) terhadap rangsangan saraf (spt manis, pahit,

asam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin, nyeri, terhadap indria

perasa),

2. apa yang dialami oleh badan,

3. sifat rasa suatu benda,

4. tanggapan hati melalui indria (indera), dan

5. pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasa yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat (pertimbangan) mengenai baik

atau buruk, salah atau benar.

Selanjutnya, keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau

pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui

dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama

derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku,

keturunan, dan agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan

GBHN, kata adil terdapat pada.

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima.

2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV.

3. GBHN 1999-2004 tentang visi (Wordpress, 2010).

Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja

seseorang. Jadi, atasan harus bertindak adil terhadap semua bawahannya,

penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawahan harus dilakukan secara

objektif (baik salah), bukan atas suka (like or dislike). Pemberian kompensasi

harus berdasarkan internal kontingensi, demikian pula dalam pemberian

hukuman harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan adil. Jika dasar

keadilan diterapkan dengan baik oleh atasan, gairah kerja bawahan cendrung

meningkat (Siagian, P. Sondang, 2008: 167).

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto (2009) kata

adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak

memihak.
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Thomas Hobbes (2009) menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila

telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati.

Notonegoro, menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum yaitu suatu

keadan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Rawls (2008) mengemukakan suatu ide dalam bukunya A Theory of Justice

bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan

menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan

keadilan.

3.2 Pembagian Keadilan

Pembagian keadilan menurut Aristoteles di dalam Teori Keadilan John Rawls

(2008):

1. keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak

melihat jasa-jasa yang dilakukannya;

2. keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan

jasa-jasa yang telah dibuatnya;

3. keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang

diberikan orang lain kepada kita;

4. keadilan konvensional adalah seseorang yang telah mentaati segala

peraturang perundang-undangan yang telah diwajibkan; dan

5. keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha

memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
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Sedangkan Plato (2008) membagi keadilan menjadi:

1. keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral

apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak

dan kewajibannya; dan

2. keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan

perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

3.3 Prinsip Keadilan

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang Equal Right

dan juga Economic Equality. Dalam Equal Right dikatakannya harus diatur

dalam tataran leksikal, yaitu different principles bekerja jika prinsip pertama

bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika basic right

tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan

ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini

ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan

dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid

jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu Instrumental rationality dimana

akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan

pribadi dan kedua yaitu Reasonable, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis

dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi

orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk

mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat

ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal,
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dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan

public conception of justice.

Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai public conception,

yaitu harus ada well ordered society (roles by public conception of justice) dan

person moral yang kedunya dijembatani oleh the original position. Bagi Rawls

setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa

bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar

masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat the original position. Bagi

Rawls public conception of justice bisa diperoleh dengan original position.

Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan

prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga

muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara consensus melalui

percakapan diruang public atau dikusus.

Untuk mencapai keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran

keuntungan bukan bertolak dari orang per orang (particular) tetapi bertolak

dari pure procedural of justice. Ide dari resiprositas adalah ada pada different

principles yang mempunyai fungsi untuk mengijaukan ide resiprositas.

Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang yang

beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang

beruntung (resiprositas).

Resiprositas bukan merupakan imparsilaitas atau pun win win solution, juga

bukan marxisme yang menekankan pada sama rasa sama rata, atau pun

liberalisme yang dilihat sebagai ideology yang melihat tidak ada kerjasama

tapi interaksi (ada equilibrium). Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah
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gagasan tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang resiprokal.

Manusia dapat menerima keadilan dengan menganut system kerjasama atau

keadilan yang fair.

Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk revising. Person moral

adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. Pertama, membentuk,

merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk

kebaikan atau tujuan final. Kedua, daya untuk memahami, menerapkan dan

bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan

untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama.

Pengakuan bahwa setiap individu memiliki konsep khusus mengenai yang

baik, dengan sendirinya memperlihatkan bahwa di dalam masyarakat ada dua

kepentingan moral pokok yang tidak boleh diabaikan, yakni kepentingan

untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil, di

satu pihak, dan kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan

konsep yang baik yang dimiliki oleh masing-masing individu, dilain pihak

(Andre Atu Ujan, 2001: 38).

Singkatnya, sebuah konsep yang tepat mengenai person moral harus menjadi

”patokan” (benchmark) bagi semua teori keadilan. Mengenai pentingnya

konsep person dalam prosedur pembentukan teori keadilan ini, Rawls

mengatakan.

”Teori keadilan menetapkan dengan tegas suatu konsep khusus mengenai
person sebagai suatu unsur di dalam prosedur pembentukan (konsep
keadilan) yang dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari prosedur
seperti inilah yang menentukan isi dari prinsip-prinsip pertama keadilan.
Di dalam prosedur ini person-person, yang pada dasarnya adalah pelaku-
pelaku rasional, menetapkan prinsip-prinsip pertama keadilan melalui
kesepakatan (Andre Atu Ujan, 2001: 38).”
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Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran

keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik

dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya(Andre Atu Ujan,

2001).

Bagi Rawls (2008) hal ini mungkin terjadi karena ia percaya keberbagaian

komprehensif itu merupakan corak dari rezim demokratis. Rezim demokrasi

itu sangat dimungkinkan adanya banyak doktrin-doktrin komprehensif yang

saling berkompetisi dan berkontesasi satu dengan yang lainnya. Hal ini

ditunjukkan oleh beberapa fakta umum, yaitu:

1. fakta umum tentang kemajemukan doktrin kemprehensif yang merupakan

fakta adanya satu budaya rezim demokratis;

2. fakta umum kedua yaitu kesetiaan pada satu atau singular doktrin

komprehensif hanya bisa dipertahankan oleh kekuasaan koersif negara.

Ketinggalan doktrin hanya bisa dipertahankan oleh kekuatan koersif

negara yang nantinya dapat memancing munculnya kekuatan-kekuatan

anti doktrin tunggal;

3. fakta umum ketiga adalah rezim demokratis yang relative stabil mesti

didukung secara sukarela dan bebas oleh warga negara yang secara politik

aktif. Konsepsi public tentang keadilan harus didukung dari dalam

bangunan doktrik komprehensif yang berbeda-beda; dan

4. fakta umum keempat, sebuah kultur masyarakat demokratis yang baik

yang secara lama dengan kultur yang semakin mengakar dan mengurat,

bisa dieksplisitkan gagasan yang fundamental seperti kesepakatan yang

tidak reasonable dimana semakin matang demokrasi suatu negara maka
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semakin reasonable ketidaksepakatan yang terjadi. Atau bisa terjadi

resistensi terhadap doktrin tunggal dan social cooperation muncul.

Karena itu overlapping consensus dapat terjadi yang mengisyaratkan adanya

reasonable disagreement, sehingga tercapai kesepakatan secara minimal

tentang konsep public tentang keadilan dan konsep publik tentang keadilan

dapat dicapai jika ada banyak doktrin keadilan yang sifatnya reasonable

(reasonable disagreement) (Rawls, 2001).

Menurut Rawls (2001) mengapa reasonable disagreement sampai terjadi atau

tidak bisa dihindari, karena:

1. antara dua klaim yang bertentangan, bukti empiris yang ilmiah bisa

bertentangan dan kompleks sehingga sulit untuk di evaluasi;

2. meskipun ada kesepakatan tentang hal yang dipertimbangkan bisa ada

perbedaan tentang bobotnya sehingga bisa tidak dicapai kesepakatan;

3. konsep-konsep yang dimiliki ambigu sehingga masih bersandar pada

keputusan terhadap intepretasi bukan pada fakta keras (hard facts). Fakta-

fakta keras belum bisa menunjang satu keputusan yang truly scientific

(setiap orang memiliki interpretasi masing-masing);

4. cara orang menimbang dan evaluasi putusan dibentuk oleh sejarah,

pengalaman yang berbeda-beda; dan

5. masing-masing kelompok punya ruang nilai yang berbeda-beda.

Reasonable disagreement sifatnya permanent dalam masyarakat demokratis,

sehingga Rawls menawarkan ada 2 penyelesaian yaitu koersif dimana yang

dominant diberlakukan (terdapat doktrin tunggal). Secara procedural

kelompok-kelompok yang ada masuk dalam original position lalu memilih
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konsep tentang keadilan dengan kata lain disini ada hal membatasi sekaligus

memfasilitasi doktrin-doktrin keadilan yang berbeda itu bisa beririsan

sehingga dapat tercapai konsep public tentang keadilan (procedural of justice

yang mengusung fairness).

Situasi yang ingin dicapai oleh Rawls adalah kondisi highest ordered interest

yang akan tercapai apabila tercipta pula public conception of justice, dimana

ada keinginan bahwa interest masyarakat tidak diatur oleh interest kelompok

maka ada langkah-langkah yang Rawls sebut sebagai the Reasonable. Maka

dapat dikatakan bahwa the highest ordered interest mempunyai hubungan erat

dengan public conception of justice.

Fakta, bahwa ada perbedaan tidak selalu harus berarti bahwa masyarakat

sebagai suatu keseluruhan juga tidak mampu melihat dan mengalami suatu

perwujudan sejati dari apa yang disebut keadilan. Hal ini bisa terlihat dari

kenyataan adanya penerimaan publik atas peraturan-peraturan yang mengatur

hak dan kewajiban bagi segenap anggota masyarakat. Artinya meski menganut

konsep keadilan yang berbeda-beda, masyarakat sebagai keseluruhan selalu

bisa membedakan dengan jelas antara yang adil dengan yang tidak adil (Andre

Atu Ujan, 2001: 40).

Teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusi

hak dan kewajiban secara berimbang di dalam masyarakat sehingga setiap

orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung

beban yang sama. Dengan kata lain, prinsip-prinsip pertama kedilan harus

merupakan hasil dari suatu prosedur yang tidak memihak.



61

Selanjutnya Rawls merumuskan dua prinsip, ”Pertama, setiap orang harus

memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas

kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial

ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi

keuntungan bagi setiap orang serta semua posisi dan jabatan terbuka bagi

semua orang (Andre Atu Ujan, 2001: 73).”

Pada original position otonomi individu berdasarkan pada pilihan rasional

manusia tidak dibimbing dari prinsip-prinsip kebijakan dan keadilan yang

independen dari prosedur serta berdasarkan pada dorongan kepentingan

tertinggi (the highest ordered interest) dan didorong oleh tujuan final yang

tidak pasti (belum tahu apa) sehingga mereka memilih primary goods untuk

mencapai tujuan final.

Posisi asali merupakan instrument of representation yaiu suatu representasi

dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan. Untuk menjamin

kemurnian dari prosedur dan fair-nya kesepakatan maka dalam prosedurnya

harus tidak ada pengaruh individu atau kelompok. Posisi asali lebih pada

posisi hipotetis dan non histories yang menempatkan semua pihak pada the

veil of ignorance (tabir ketidaktahuan). Posisi asali, seperti halnya dasar

person moral dan masyarakat yang ditata dengan baik, ditandai secara esensial

oleh kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan.

Posisi asali disebut hipotetis karena apa yang akan disepakati bukan apa yang

sudah disepakati. Tidak seperti Kaum Utilitarian berpendapat yang adil adalah

yang memaksimalkan keuntungan sosial. Dalam posisi asali yang disepakati



62

adalah kesepakatan. Posisi asali disebut non histories karena tidak pernah

ditemukan dalam periode sejarah tertentu, bukan kondisi riil dari sejarah.

Tabir ketidaktahuan adalah kondisi dimana semua pihak tidak punya

pengetahuan tentang posisi sosial dan doktrin tertentu (tidak tahu tentang ras,

etnis, seks dan kekuatan alamiah lainnya, termasuk talenta, intelegensia).

Setiap orang dalam tabir ketidaktahuan manusia berusaha menciptakan suatu

kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan atau melahirkan public

conception of justice sehingga ada jaminan untuk mendapatkan hak dan

melakukan kewajiban (Ujan,2001).

Dalam prinsip posisi asali ini orang selalu mempersiapkan diri mereka pada

posisi yang tidak beruntung (ingat 2 kekuatan moral). Untuk memaksimalkan

pilihan-pilihan dari kondisi terburuk ini ada beberapa syarat diantaranya:

1. pihak-pihak tidak memiliki dasar yang kuat (nirprobabiliti) untuk

memperkirakan kemungkinan situasi sosial yang mempengaruhi posisi

fundamental seseorang;

2. pihak-pihak hanya dimungkinkan mengevaluasi berbagai posisi asali dari

hasil yang terburuk, pihak-pihak tersebut tidak terfokus lebih dari hasil

yang terburuk, mengadopsi hasil terbaik dari hasil terburuk lainnya, tidak

mempunyai harapan lebih; dan

3. alternatif-alternatif lain harus berada secara signifikan dibawah level of

guarantee (Ujan, 2001).

3.4 Nilai-Nilai Primer dalam Keadilan

Didalam buku lainnya yaitu Keadilan dan Demokrasi Rawls (2008)

menjelaskan bahwa, ”Pengetahuan umum selain sebagai basis rasionalitas
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konsep keadilan juga harus mampu mengaomodasikan kepentingan semua

pihak. Hal ini bisa tercapai apabila pihak-pihak terkait menjadikan nilai-nilai

primer sebagai satu-satunya motivasi yang mendasari pemilihannya atas

prinsip-prinsip pertama keadilan.”

Nilai –nilai primer adalah nilai-nilai fundamental yang diperlukan oleh setiap

individu agar menjadi manusia dalam arti sesungguhnya (Rawls, 2001).

Nilai-nilai primer itu bagi Rawls (2001) sangat mendasar sifatnya sehingga

adalah irasional apabila ada orang yang tidak berusaha mengejarnya. Karena

primer sifatnya, maka nilai-nilai yang termasuk katagori ini akan selalu

mendapat prioritas dalam usaha pemenuhannya. Termasuk dalam kelompok

nilai primer ini adalah:

1. kebebasan-kebebasan dasar (seperti, kebebasan berpikir serta kebebasan

suara hati dan sebagainya);

2. kebebasan bergerak serta kebebasan memilih pekerjaan;

3. kekuasaan serta hak-hak prerogatif atas kedudukan atau posisi- posisi yang

menuntut tanggung jawab;

4. pendapatan dan kekayaan; dan

5. basis sosial demi penghargaan pada diri sendiri (Andre Atu Ujan, 2001:

55--57).

3.5 Macam-Macam Keadilan

Bagi Rawls (2001) keadilan sebagai fairness adalah pure procedural justice.

Itu berarti, keadilan sebagai fairness harus berproses dan sekaligus

terefleksikan melalui suatu prosedur yang adil. Sehingga memperlihatkan

bahwa hasil dari kesepakatan harus dilihat sebagai fair atau adil karena ada
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semacam posisi yang sejati yang bisa menjamin  suatu situasi yang adil bagi

semua peserta. Perfect procedural justice suatu keadilan prosedural sempurna

yang menuntut perlunya standar independen untuk menentukan hasil manakah

yang bisa diterima sebagai adil. Prosedur itu sendiri diatur untuk menjamin

cara dan untuk mencapai hasil yang adil itu. Dengan demikian , hasil dari

prosedur sudah diketahui sebelumnya oleh semua orang yang terlihat dalam

prosedur itu.

Imperfect procedural justice untuk keadilan prosedural yang tidak sempurna,

Rawls mengambil contoh proses pengadilan kriminal. Proses pengadilan

seperti ini dirancang untuk mencari dan menemukan bukti- bukti sehubungan

dengan tuduhan yang diajukan terhadap seorang tersangka kejahatan. Sulit

diharapkan bahwa prosedur seperti itu dapat memberikan hasil yang dapat

diterima secara umum sebagai sesuatu yang benar. Dengan demikian,

meskipun semua hukum yang mengatur prosedur peradilan telah dipenuhi dan

karenanya prosedur yang mendahuluinya dipandang adil, hasil akhir dari

proses peradilan kriminal bisa salah karena dalam situasi yang berbeda hasil

pemeriksaan bisa berubah. Dalam prosedur ini, keadilan yang sesungguhnya

mungkin tidak terpenuhi karena orang yang tidak bersalah pada akhirnya dapat

dinyatakan bersalah, sebaliknya yang bersalah justru dapat dinyatakan tidak

bersalah (Rawls, 2001).

Dalam bentuk sederhana perbedaan antara ketiga macam keadilan di atas

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2. Perbedaan Ketiga Macam Keadilan

Kriteria
independen

Prosedur Hasil

1. Perfect
procedural
justice

2. Imperfect
procedural
justice

3. Pure
procedural
justice

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Sudah pasti

Belum pasti

Belum pasti

Sumber: Andre Atu Ujan (2001; 40--42)

Rawls mempunyai hipotesa bahwa kalau semua orang diletakkan pada

original position, ditutup dari klaim-klaim yang mereka anut (termasuk

doktrin tentang kebaikan, moral, agama dan lain-lain) mereka akan memilih

the highest ordered interest, mereka tidak mungkin memilih higher ordered

interest karena mereka tidak tahu tentang interest mereka.

Setiap manusia menurut Rawls selalu mengejar kepentingan mereka yang

beragam (multy purpose goods). Mereka bisa mengejar kepentingan apapun

karena mereka memilih primery goods. Bagi Rawls primary goods tidak akan

terlepas dari beberapa konsep dibawah ini yaitu:

1. kebebasan dasar, memungkinkan perkembangan dan pelaksanaan prinsip

keadilan di dalam kondisi sosial yang bebas;

2. kebebasan bergerak dan pilihan bebas akan pekerjaan berlatarkan berbagai

peluang yang ada;

3. kekuasaan dan prerogatif pada jabatan publik yang akuntabel diperlukan

untuk memberi ruang bagi kapasitas swa-regulasi dan kapasitas sosial dari

diri;
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4. income, untuk mencapai tujuan apapun pasti membutuhkan biaya; dan

5. the social basis of self-respect, setiap orang pasti mempunyai rasa

kelayakan.

4. Produktivitas Kerja

4.1 Pengertian Produktivitas

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata

maupun fisik (barang dan jasa) dengan masuk yang sebenarnya.

Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (1995: 281) produktivitas adalah

sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang

dan jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan

sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Sedangkan

George J. Washinis (Rusli Syarif, 1991: 1) memberi pendapat bahwa,

“Produktivitas mencakup dua konsep dasar yaitu daya guna dan hasil guna.

Daya guna menggambarkan tingkat sumber-sumber manusia, dana, dan alam

yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu, sedangkan hasil guna

menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan.”

Menurut profesor Luis Sabourin (Rusli Syarif, 1991: 1) adalah “Rumusan

tradisional dari produktivitas total tidak lain adalah ratio dari apa yang

dihasilkan terhadap saluran apa yang digunakan untuk memperoleh hasil

tersebut." Menurut Mukiyat (1998: 481) bahwa produktivitas kerja biasanya

dinyatakan dengan suatu imbangan dari hasil kerja rata-rata dalam

hubungannya dengan jam kerja rata-rata dari yang diberikan dengan proses
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tersebut. Sedangkan konsep produktivitas menurut piagam OSLA tahun

1984 adalah (J. Ravianto, 1986: 18):

1. produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan

semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan

menggunakan sedikit sumber daya;

2. produktivitas berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang secara

efektif merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-

cara produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan

efisien namun tetap menjaga kualitas;

3. produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi

manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu

kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas

secara menyeluruh;

4. produktivitas berbeda di masing-masing negara denga kondisi, potensi,

dan kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang

bersangkutan dalam jangka panjang dan pendek, namun masing-masing

negara mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan

komunikasi; dan

5. produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen

akan tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi

yang kuat untuk terus menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang

baik.

Menurut Komarudin, produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang

senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih
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baik dari metode kerja kemarin dan hasil yang dapat diraih esok harus lebih

banyak atau lebih bermutu daripada hasil yang diraih hari ini (Komarudin,

1992: 121).

Menurut Dewan Produktivitas Nasional Indonesia merumuskan tentang

produktivitas yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (1997: 138) dalam

Edi Humadi (2006: 19), ”Suatu sikap mental yang selalu berusaha dan

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.”

Dalam berbagai referensi terdapat banyak sekali pengertian, mengenai

produktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah

”ratio” daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan

peralatan produksi yang dipergunakan (input);

2. produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik

daripada kemaren, dan hari esok lebih baik dari hari ini; dan

3. produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga fator;

investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi, serta

manajemen, dan tenaga kerja Humadi (2006).

Selanjutnya Muchdarsyah Sinungan (2003: 8) dalam Edi Humadi (2006: 20)

menerangkan, ”Kerja produktivitas memerlukan keterampilan kerja yang

sesuai dengan isi kerja sehingga bisa menimbulkan penemuan-penemuan

baru untuk memperbaiki cara kerja atau minimal mempertahankan cara kerja

yang sudah baik. Kerja produktivitas memerlukan persyaratan lain sebagai
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faktor pendukung, yaitu; kemampuan kerja tinggi, kemampuan kerja yang

sesuai dengan isi kerja, lingkungan kerja yang nyaman, penghasilan yang

dapat memenuhi kebutuhan minimum, jaminan sosial yang memadai,

kondisi kerja yang manusiawi dan hubungan kerja yang harmonis.”

Berdasarkan pendapat yang diatas, produktivitas adalah poerbandingan

antara hasil pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikerjakan.

Husein Umar (1999: 9) berpendapat bahwa ”Produktivitas mengandung arti

sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan

sumber daya yang digunakan (input).” Dengan kata lain produktivitas

memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, efektivitas yang mengarah kepada

pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang terkait

dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Dimensi kedua, efisiensi yang

berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi

penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya J Ravianto (1986: 2) mengemukakan, ”Produktivitas bukanlah

ukuran produksi atau keluaran yang diproduksi. Produktivitas adalah ukuran

dari seberapa baik kita menggunakan sumber daya dalam pencapaian hasil

yang diinginkan. Hasil yang didapatkan berhubungan dengan efesiensi

dalam mendapatakan hasil dengan menggunakan sumber daya yang

minimal.”

Efektivitas berfokus pada keluaran, dan efektivitas adalah seberapa baik

(besar) dihasilkan keluaran dari masukan sumber daya yang ada. Atau dapat

dikatakan, seberapa efektif sumber daya yang ada digunakan untuk
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menghasilkan keluaran yang optimal, atau efektif mendekati pengertian

seberapa jauh kita mendayagunakan masukan sumber daya yang ada.

Sedangkan efisiensi berfokus pada masukan, dan efisiensi adalah seberapa

hemat masukan sumber daya digunakan untuk menghasilkan keluaran yang

ditentukan.

Secara umum, sering produktivitas diartikan sebagai efisiensi penggunaan

sumber daya untuk menghasilkan keluaran. Produktivitas adalah fungsi dari

efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan secara

efisiensi dan efektif di dalam penggunaan sumber daya termasuk bahan-

bahan, uang dan waktu akan menghasilkan produktivitas yang relatif tinggi.

Jadi produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sumber-sumber daya

disertakan dan dipadukan dalam organisasi dan digunakan untuk mencapai

kualitas dan jumlah hasil produksi yang maksimal, sehingga produktivitas

merupakan perpaduan antara efektivitas dan efisiensi.

Produktivitas juga harus dikaitkan secara langsung dengan aspek-aspek

kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam hal ini, produktivitas pencapaian

tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efesiensi penggunaan

sumber-sumber daya (input) (Vincent Gaspers, 1998: 33).

Panji Anoraga (1998: 52) mengemukakan, ”Produktivitas adalah

menghasilkan lebih banyak, dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang

sama. Dengan demikian produktivitas tenaga kerja adalah efesiensi proses

menghasilkan dari sumber daya yang dipergunakan.”
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Produktivitas bukanlah membuat karyawan bekerja lebih lama atau lebih

keras. Peningkatan produktivitas lebih banyak merupakan hasil dari

perencanaan yang tepat, dari investasi yang bijaksana, dan teknologi baru,

dari teknik yang lebih tinggi. Di luar ini, produktivitas tergantung pada

usaha yang penuh kesadaran dari tiap-tiap karyawan. Kesediaan untuk

bekerja secara memadai untuk gaji yang memadai.

Lalu menurut Dewan Produktivitas Nasional (1997), produktivitas

mempunyai pengertian sebagi sikap mental yang selalu berpandangan bahwa

mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus

lebih baik dari hari ini.

Sedangkan Komaruddin (1992: 121) berpendapat bahwa, ”Produktivitas

pada hakikatnya meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan

bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik daripada metode kerja hari

kemarin, dan hasil yang dapat diraih hari ini. Kalau seseorang memiliki

sikap hidup seperti itu, maka ia senantiasa mempunyai dorongan untuk

mencari dan mendapatkan metode untuk memperbaiki dan meningkatkan

kemampuannya sehingga dapat terdorong untuk menjadi terbuka, kreatif,

dinamis, inovatif, dan kritis terhadap gagasan-gagasan baru dan perubahan.”

Disini menunjukkan bahwa produktivitas menunjukkan tingkah laku

manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya yang lebih

khusus lagi, dibidang kerja atau organisasi kerja. Seorang tenaga kerja

dinilai produktif jikalau ia mampu menghasilkan keluaran (output) yang

lebih banyak dari tenaga kerja lainnya, dalam satuan waktu yang sama, dan

juga disamping itu adanya suatu keyakinan dalam diri karyawan bahwa ia
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dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik hari ini daripada kemarin dan

esok hari daripada hari ini, sehingga ia selalu akan mencari perbaikan dari

apa yang telah ada.

Selain itu Handoko (1987: 26) seperti yang dikutip dalam Yohana Eva

Yulianti (2004: 27) mengemukakan bahwa:

”Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja perusahaan
harus memperhatikan faktor-faktor produktivitas kerja agar tenaga kerja
bersedia melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mempunyai dedikasi
yang tinggi untuk perusahaan. Indikator yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja adalah melalui
pemantauan prestasi kerja, tingkat absensi karyawan dan tingkat
perputaran kerja”.

Di dalam beberapa ensiklopedia, produktivitas didefinisikan sebagai berikut:

1. productivity in economics, is a tern used to describe how well or how

efficiently economy’s resources are used in the processes of produktion

(Americana, Vol 22, 1978: 640).

(Produktivitas dalam ekonomi, adalah menggunakan sebuah istilah yang

menggambarkan seberapa baik atau bagaimana sumberdaya ekonomi

dapat digunakan secara efisien dalam proses produksi);

2. produktivity in economics is the ration of what is produced to what is

require to produce it (Britanica, Vol 15, 1982: 27).

(Produktivitas dalam ekonomi adalah perbandingan tentang apa yang

dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu); dan

3. productivity refers to a class of empirical output – input rations that is

widely used in economic history, economic analysis and economic policy

(The Encyclopedy of Social Science, Vol 12, 1972: 523).
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(Produktivitas mengacu pada suatu kelas perbandingan antara hasil

pengalaman dan pengetahuan dengan masukan pengalaman dan

pengetahuan hal itu meluas sehingga digunakan dalam sejarah ekonomi,

analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi).

Inti dari pengertian produktivitas yang diungkapkan di atas ialah

menyangkut perbandingan hasil yang diperoleh dengan sumber-sumber

ekonomi yang digunakan.

Ada yang menyatakan bahwa produktivitas ialah kuantitas atau volume dari

produk atau jasa yang dihasilkan. Akan tetapi banyak pandangan

menyatakan bahwa produktivitas bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas

produksi yang dihasilkan, yang harus juga dipakai sebagai pertimbangan

mengukur tingkat produktivitas (Alma, 2010). Seperti dinyatakan dalam

pengertian berikut ini.

Productivity means quality of output as well as quantity. Productivity refers

to the output per man hour in anyone, company or organization.

Productivity refern to the ration of output to input by industry of section of

the economy (Ray A. Killian, 1976: 120). Pandangan di atas ada yang

termasuk pandangan tradisional dan ada yang termasuk pandangan modern

tentang produktivitas. Pandangan tradisional memfokuskan pada

perbandingan antara output fisik dan resources inputs.

Kemudian ada lagi pengertian produktivitas yang kelihatannya lebih

komprehensif ialah yang dikemukakan oleh Paul Mali (1978: 6) yang

menyatakan, ”Productivity is the meansure of how well resources are
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brought together in organization and utilized for accomplishing a set of

results. Productivity is resources.” Paul Mali mengungkapkan bahwa

produktivitas bukanlah produksi, bukan performans, bukan pula hasil.

Dikatakan bahwa baik produksi, performans, maupun hasil merupakan

komponen produktivitas.

Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. seperangkat hasil atau performans. Di sini kita melihat efektivitas, dan

2. penggunaan sumber-sumber, ini menyangkut efisiensi.

Untuk mengkaji kedua hal di atas dapat diajukan pertanyaan: Hasil apa yang

diinginkan oleh organisasi (menyangkut efektivitas) dan sumber-sumber apa

yang dikorbankan (menyangkut efisiensi)?

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun formula untuk mencari

indeks produktivitas sebagai berikut (Alma, 2010):

Hasil yang diperoleh
Produktivitas =

Input yang dikeluarkan

Performans yang dicapai
=

Sumber  yang dikorbankan

Efektivitas
=

Efisiensi

4.2 Faktor-Faktor Produktivitas

Produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen dewasa ini,

keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang

mempengaruhi terhadap produktivitas pada dasarnya dapat diklasifikasikan
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kedalam dua jenis, yaitu pertama faktor-faktor yang berpengaruh secara

langsung, dan kedua faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung.

1. Remunerasi
Remunerasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan
perusahaan kepada tenaga kerja sebagai akibat dari prestasi yang telah
diberikannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dilihat dari
sistemnya pemberian remunerasi dapat dibedakan atas prestasi kerja,
lama kerja, senioritas atau lama dinas, kebutuhan, dan premi atau upah
borongan

2. Pendidikan dan Latihan
Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu invesatasi di bidang
sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas
dari tenaga kerja. Agar penyelenggaraan pendidikan dan latihan berhasil
secara efektif dan efisien, maka ada 5 (lima) hal yang harus di pahami,
yaitu 1) adanya perbedaan individual, 2) berhubungan dengan analisa
pekerjaan, 3) motivasi, 4) pemilihan peserta didik, dan 5) pemilihan
metode yang tepat.

3. Pengertian dan Proses Perencanaan Tenaga kerja
Perencanaan tenaga kerja merupakan bagian integral dari perencanaan
pembangunan. Rencana pembangunan memuat berbagai kegiatan yang
akan dilaksanakan di seluruh sektor atau sub sektor (Alma, 2010).

Sedangkan pandangan yang lebih modern menyatakan bahwa,

Productivity is a summary measure of the quantity and quality of work

performance with resource utilization considered (Schermerhorn, 1984: 17)

Productivity is defined for our purpose as output per employee-hour, quality

considered (Sutermeinster, 1976: 5).

Jadi dalam menentukan produktivitas tidak hanya dilihat faktor kuantitas

saja, tetapi juga faktor kualitasnya.

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (1997), ”Enam faktor

utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja: sikap kerja, tingkat

keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan kepemimpinan, manajemen

produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewiraswastaan.”
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Selanjutnya dikutip dari Edi Humaidi (2006: 21), ciri-ciri individu yang

produktif:

1. tindakannya konstruktif;
2. percaya diri;
3. mempunyai tanggung jawab;
4. memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya;
5. mempunyai pandangan terhadap pekerjaannya;
6. mempunyai pandangan ke depan;
7. mampu menyelesaikan persoalan;
8. dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yng berubah;
9. mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan; dan
10. mempunyai kekuatan untuk mewujudkan potensinya.
(Husein Umar, 1999: 11)

Buchori Zainun (1985: 50) dalam Edi Humaidi (2006: 21) mengemukakan

faktor-faktor penentu produktivitas yaitu, ciri-ciri seseorang yang terdiri

dari; kemampuan dan motivasi

1. faktor lingkungan terdiri dari; budaya, hukum, politik, ekonomi, sosial,

dan teknologi; dan

2. iklim organisasi terdiri dari:

a.kebijakan dan filsafat manajemen

b.struktur tingkat pengupahan dan penghargaan: kondisi sosial, gaya

kepemimpinan, dan syarat-syarat kerja serta hakekat kerja.

Sedangkan menurut J. Ravianto (1992: 14) dalam Edi Humaidi (2006: 21),

ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, seperti

yang dinyatakan bahwa:

”Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang
berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan
dengan lingkungan perusahaan dan kebijaksanaan pemerintak secara
keseluruhan, seperti; pendidikan dan latihan, disiplin, sikap dan etika
kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, dan jaminan
sosial, lingkungan dan iklim kerja, hubungan industrial, teknologi dan
cara produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi.”
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa produktivitas

tenaga kerja tidak hanya berasal dari kualitas individu itu sendiri tetapi juga

faktor-faktor dari luar, seperti; lingkungan kerja serta gaya kepemimpinan.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2001: 39) dalam Edi Humaidi (2006: 22)

tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa

faktor; produktivitas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan latihan, motivasi,

etos kerja, mental dan kemmpuan fisik karyawan. Selanjutnya Jhon H. Dan

Joyce E.A. Russel mengemukakan bahwa ada berapa faktor yang menetukan

besar kecilnya produktivitas instansi.

1. Knowledge
Pengetahuan dan keterampilan sesungguhnya yang mendasari
produktivitas. Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan yang
tinggi seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan
dengan baik dan produktif.

2. Keterampilan
Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional
mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. Dengan
keterampilan yang dimiliki, seorang pegawai diharapkan mampu
menyelesaikan pekerjaan secara produktif.

3. Kemampuan
Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki
seseorang pegawai. Faktor yang termasuk sebagai pembentuk
kemampuan yaitu pengetahuan dan keterampilan.

4. Behaviors
Sangat erat hubungan antara kebiasaan dan perilaku. Attitude
merupakan sutu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang
terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya
dengan perilaku kerja seseorang, maka akan menguntungkan.

Arti yang dimaksud di atas, apabila kebiasaan-kebiasaan yang dimaksudkan

pegawai baik pula, maka hal tersebut akan menjamin perilaku pekerja yang

baik pula. Dengan demikian prilaku manusia juga akan ditentukan

kabiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai tersebut,

sehingga dapat mendukung kerja yang efektif. Dengan kondisi tersebut,

produktivitas pegawai dipastikan dapat terwujud.



78

Ada beberapa dorongan dan upaya untuk memperluas produktivitas pegawai

yang mempengaruhi efesiensi dan kualitas operasi. Analisis yang lebih

mengkonsentrasikan pada kinerja pegawai akan memberikan pada dua faktor

utama:

1. keinginan atau motivasi pegawai untuk bekerja yang kemudian akan

menghasilkan usaha-usaha pegawai tersebut; dan

2. kemampuan pegawai untuk bekerja.

(Ambar teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003: 200)

Jadi setiap faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas

memliki pengaruh yang berbeda terhadap produktivitas. Pengaruh

pendidikan dan latihan pada keahlian dan sikap kerja. Kemajuan teknologi

dan litbang jika direalisasikan hanya melalui tenaga kerja yang terampil,

kemampuan kerja serta menejemen yang baik dengan kata lain melalui

sumber daya manusia. Apabila seorang mempunyai pengetahuan dan

keterampilan yang tinggi, diharapkan ia memiliki kemampuan yang tinggi

pula.

4.3 Ukuran Tingkatan Produktivitas

Melihat definisi di atas, maka produktivitas ini dapat diukur menurut tiga

tingkatan: individu, kelompok, organisasi.
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Organisasi

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Ukuran Tingkatan Produktivitas (Sumber: Buchari Alma, 2010:
86)

Ketiga kelompok di atas yang terdapat dalam organisasi bisnis dapat diukur

produktivitasnya. Ada tiga ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan

dalam mengelola organisasi, yaitu:

1. tujuan strategi, apakah organisasi sudah benar sesuai dengan apa yang telah

digariskan;

2. efektivitas, sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti

kuantitas dan kualitas; dan

3. efisiensi, bagaimana perbandingan output dibagi input, dengan pengukuran

output yang di dalamnya terdapat kuantitas dan kualitas.

Selanjutnya untuk menghitung tingkat produktivitas, ada tiga bentuk dasar

perhitungan, yaitu:

1. produktivitas parsial, yaitu perbandingan output dengan salah satu input

tertentu, misalnya dengan input pekerja;

Kelompok
kerja

Individu

Produktivitas
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2. produktivitas total-faktor, yaitu perbandingan output dengan sejumlah input

yang berhubungan dengan pekerja dan modal; dan

3. produktivitas total, yaitu perbandingan output dengan input.

4.4 Hal-Hal yang Mempengaruhi Produktivitas

Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Produktivitas

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu usaha

atau organisasi.

Perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 2. Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Produktivitas Suatu Usaha
atau Organisasi (Sumber: Buchari Alma, 2010: 87)

Dari gambar tersebut terlihat ada tiga kekuatan internal yang berpengaruh pada

produktivitas, yaitu: managerial processes, managerial leadership, dan

motivation.

- Managerial processes; menyangkut; perihal merencanakan organisasi,
mengintegrasikan, dan mengawasi segala kegiatan. Dengan demikian
pekerjaan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Jika organisasi
strukturnya tidak benar, pekerjaan semrawut, pengawasan lemah, maka
tingkat produktivitasnya menurun;

- Managerial leadership; berhubungan dengan tujuan perusahaan, penyediaan
kondisi kerja, ruangan, ventilasi, peralatan, yang dapat mendorong pekerja
bekerja lebih giat dan semangat; dan

PRODUKTIVITY

Motivation

Inovation, technology
And capital investment
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Managerial
Processes

UnionGoverment
regulation
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- Motivation; yaitu faktor-faktor yang dapat memotivasi karyawan untuk
bekerja lebih produktif, meningkatkan prestasi, mengurangi kesalahan, dan
meningkatkan efisiensi.

Kemudian ada tiga kekuatan eksternal yang mempengaruhi produktivitas.

- Goverment regulation; yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh
pemerintah. Hal ini dapat menurunkan produtivitas, maupun meningkatkan
produktivitas;

- Union; yaitu organisasi karyawan, serikat pekerja. Hal ini juga dapat
menurunkan produktivitas, maupun meningkatkan produktivitas. Dalam hal
ini harus dijaga bagaimana terjalin hubungan harmonis antara manajemen
dengan karyawan melalui serikat pekerjanya;

- Inovation; ini menyangkut penemuan baru dalam bidang teknologi yang
menyebabkan alat produksi lama menjadi kuno, tidak efisien, ketinggalan
mode. Siapa yang lebih cepat menerapkan teknologi baru, biasanya akan
mendahului para saingannya dan dapat memenangkan persaingan yang
terjadi di pasar.

Dari uraian di atas jelas bahwa produktivitas tidak hanya masalah bagaimana

karyawan harus bekerja keras saja, tetapi yang penting bekerja sama, dengan

menejemen, dengan pimpinan yang luwes (smarter), membuat pekerjaan lebih

mudah, sederhana, cepat dan efisien. Seorang guru yang berhasil harus

mempertimbangkan semua komponen produktivitas yang tersebut di atas, serta

mengantisipasi lebih dini, agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan

sukses dan mencapai kemajuan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dalam penelitian ini produktivitas kerja

yang dimaksud adalah usaha yang penuh dari tiap-tiap karyawan untuk

pencapaian unjuk kerja yang maksimal dengan selalu menganggap bahwa

metode kerja hari ini harus lebih baik dari pada metode kerja hari kemarin dan

hasil yang dapat diraih esok hari harus lebih banyak atau lebih bermutu daripada

hasil yang diraih hari ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas

yang tinggi harus ada faktor-faktor pendukung di antaranya; keterampilan isi

kerja, pengetahuan, pelatihan, dan kemampuan kerja.
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4. 5 Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan

Seperti dijelaskan oleh pusat Produktivitas Nasional Departemen Tenaga Kerja

(1986 : 16), bahwa produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan melalui

beberapa cara.

1. Peningkatan produktivitas melalui prestasi

Yaitu dengan cara mencari berbagai perbaikan pada pelaksanaan tugas

dengan menggunakan pendekatan teknologi. Salah satu konsep pendekatan

tersebut adalah melalui pengendalian mutu terpadu (total quality control),

yang mengikutsertakan secara aktif para karyawan pada berbagai kegiatan di

dalam perusahaan secara rasional untuk mencapai hasil dan teknologi terbaik

demi kepuasan semua pihak yang memanfaatkannya.

2. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan partisipatif

Peningkatan melalui partisipasi ini mempunyai ruang lingkup seperti

pendidikan dan latihan para karyawan, terutama meningkatkan keterampilan

dan pengetahuan.

4.6 Pengaruh Pengetahuan dan Kemampuan Kerja

Dua kelompok syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi.

Pertama sedikitnya meliputi: 1) tingkat pendidikan dan keahlian; 2) jenis

teknologi dan hasil produksi; 3) kondisi kerja; dan 4) kesehatan, kemapuan fisik

dan mental.

Kedua mencakup:
1. sikap (terhadap tugas), teman sejawat dan pengawas;
2. keanekaragaman tugas;
3. sistem Insentif (system upah dan bonus);
4. kepuasan kerja;
5. keamanan kerja;
6. kepastian pekerjaan; dan
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7. perspektif dari ambisi dan promosi.
(Muchdarsyah Sinungan, 2003: 64)

Nilai kegunaan pengetahuan hanya dapat diartikan bagi pencapaian tujuan hidup

bukan bagi kepentingan kehidupan subyektif sehari-hari. Di dalam uraian

mengenai sebab-musabab adanya pengetahuan, telah pula dijelaskan bahwa

pengetahuan diperlukan bagi manusia untuk memecahkan setiap persoalan yang

muncul sepanjang kehidupan manusia, dalam upayanya mencapai tujuan hidup.

Selanjutnya jika dikatakan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan, berarti ia

mempunyai kepastian tentang sesuatu hal, dan bahwa apa yang dipikirkan di

dalam pernyataan-pernyataan adalah sungguh-sungguh merupakan halnya

sendiri (Suparlan Suhartono, 2005: 76--79).

B. Penelitian Relevan

Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan

No Tahun Nama/NPM Judul Skripsi Kesimpulan
1 2003 Ade Irma Eryani

(Skripsi)
Pengaruh
Kemampuan dan
Motivasi Kerja
Terhadap
Produktivitas
Tenaga Kerja
Serikat Pekerja
Niaga, Bank, Jasa,
dan Asuransi
(SPNIBA)

a. Ada pengaruh
kemampuan kerja
terhadap
produktivitas  tenaga
kerja.

b. Ada pengaruh
motivasi kerja
terhadap
produktivitas  tenaga
kerja.

2 2004 Ajeng Windy
Senjayanti
(Skripsi)

Faktor-faktor yang
Berhubungan
dengan Produktivitas
Karyawan pada PT.
National Panasonic
Gobel cabang
Bandar Lampung

Faktor-faktor berupa
kompensasi, kejelasan
volume penjualan,
penempatan kerja
karyawan, latihan dalam
upaya peningkatan
pengetahuan dan
kepemimpinan
berhubungan positif
dengan produktivitas.



84

3 2004 Didi Supriadi
(Skripsi)

Analisis Pembinaan
dan Bantuan Modal
oleh Lembaga
Pembinaan Terpadu
Industri Kecil dan
Dagang Kecil (PT.
INDAK) Provinsi
Lampung terhadap
Peningkatan
Produktivitas
Perusahaan pada
Sub sektor Industri
Kecil di Kota
Bandar Lampung

Kegiatan pembinaan dan
bantuan modal yang
diberikan oleh Lembaga
Pembina Terpadu
Industri Kecil dan
Dagang Kecil
(PT.INDAK) Provinsi
Lampung mempunyai
hubungan positif
terhadap peningkatan
produktivitas
perusahaan Sub Sektor
Industri Kecil di Kota
Bandar Lampung

4 2004 Hermanto
(Skripsi)

Pengaruh
Kemampuan dan
Motivasi Kerja
Terhadap
Produktivitas
Tenaga Kerja Agen
Pemasaran Asuransi
Jiwa Bersama
Bumiputra 1912
Kantor Operasional
Teluk Betung di
Bandar Lampung
tahun 2003

a. Kemampuan kerja
berpengaruh
terhadap tingginya
produktivitas tenaga
kerja.

b. Motivasi kerja
berpengaruh
terhadap tingginya
produktivitas tenaga
kerja.

5 2004 Suwandi
(Skripsi)

Pengaruh
Pelaksanaan
Program
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
terhadap
Produktivitas pada
PT. Konverta Mitra
Abadi di Desa
Banjar Negri Natar
Lampung Selatan

a. Hubungan antara
pengguna alat
pelindung diri
dengan produktivitas
menunjukkan
korelasi yang tinggi
sebesar 0,6714
dengan persentase
45,10%

b. Hubungan antara
tingkat kesehatan
karyawan dan
produktivitas
karyawan
menunjukkan
korelasi yang tinggi
sebesar 0,6566
dengan persentase
34,10% sisanya
dipengaruhi variabel
lainnya.

6 2004 Yohana Eva
Yulianti

Pengaruh Motivasi
dan Sikap Kerja

ada pengaruh motivasi
dan sikap kerja terhadap
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(Skripsi) terhadap
Produktivitas Kerja
Karyawan Bagian
Pengolahan Pabrik
Pengolahan Kelapa
Sawit Rejosari
Lampung Selatan

produktivitas kerja. Jadi
semakin sesuai motivasi
dan semakin positif
sikap karyawan terhadap
pekerjaannya, maka
produktivitas kerja akan
meningkat.

7 2006 Edi Humadi
(Skripsi)

Hubungan
Pengetahuan dan
kemampuan Kerja
dengan Peningkatan
Produktivitas tenaga
Kerja Buruh
angkutan Sungai,
danau, dan Perairan
(ASDP) pada
terminal Bakauheni
Provinsi lampung
tahun 2005/ 2006
(Seplemen mata
pelajaran
administrasi
perkantoran di
SMK)

ada hubungan
pengetahuan dan
kemmpuan kerja dengan
peningkatan
produktivitas tenaga
kerja pada buruh ASDP
Terminal Bakauheni.

8 2007 Zaenal Arifin
(Tesis)

Pengaruh Penilaian
Prestasi Kerja,
Kepemimpinan,
Masa Dinas dan
Jenjang Pekerjaan
terhadap
Produktivitas Kerja
Karyawan (Studi
Kasus pada PT.
Central Pertiwi
Bahari Feed Mill
Operation di
Lampung)

Penilaian prestasi kerja,
kepemimpinan,
pendidikan, masa dinas
dan jenjang pekerjaan
secara bersama-sama
berpengaruh positif
terhadap produktivitas
kerja karyawan PT.
CPBFMO.

9 2009 Indra
Darmawan

(Tesis)

Pengaruh
Komunikasi
terhadap
Produktivitas Kerja
Pegawai di
Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung
Utara

a. Variabel
keterampilan
berkomunikasi
berpengaruh terhadap
produktivitas
pegawai sekretariat
Kab. Lampura

b. Variabel sikap
berkomunikasi
berpengaruh terhadap
produktivitas
pegawai sekretariat



86

Kab. Lampura
c. Variabel pengetahuan

berkomunikasi
berpengaruh positif
terhadap
produktivitas
pegawai sekretariat
Kab. Lampura

d. Variabel media
saluran komunikasi
berpengaruh positif
terhadap
produktivitas
pegawai sekretariat
Kab. Lampura

C. Kerangka Pikir

Dalam menyelesaikan suatu masalah tentu kita harus melihat masalah itu dari

berbagai segi, baik kecil maupun besar agar dapat dengan mudah menyelesaikan

masalah itu dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembahasan

nantinya.

Menurut Soejono Soekamto (1984: 24) ”Kerangka pikir adalah konsep yang

memerlukan abstraksi dan hasil pikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.”

Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang

dapat dilakukan oleh setiap guru dalam lingkungan bekerjanya terutama sekolah.

Guru memiliki andil serta peran serta yang cukup besar dalam pengambilan

keputusan yang terjadi di dalam suatu lembaga sekolah. Sehingga suatu keputusan

dibuat untuk dapat menghadapi masalah-masalah atau kesalahan yang terjadi

terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, namun tetap dalam batasan-batasan

yang telah ditetapkan agar tetap tercipta sebuah citra akademis dan etos kerja yang

baik. Karena dalam suatu lembaga sekolah terdapat budaya organisasi yang pada
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intinya mengatur para pendidik agar mereka memahami bagaimana bersikap,

beradaptasi dengan rekan kerja, dan lingkungan kerjanya serta berlaku reaktif

terhadap kebijakan pimpinannya, bukan malah mempersulit pengambilan

keputusan terhadap masalah yang terjadi.

Kerjasama dalam suatu sekolah untuk lingkungan ekstern maupun intern,

merupakan semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi yang dapat

mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu

diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul.

Kerjasama antar guru atau elemen-elemen lain yang menjadi bagian dari

lingkungan sekolah menjadi tombak kekuatan sekolah untuk dapat mencapai suatu

tujuan yang dicita-citakan demi kemajuan sekolah serta keberhasilan anak didik.

Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab

masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dengan kerjasama ini setiap guru

akan semakin bersemangat dalam meningkatkan produktivitas kerjanya guna

mencapai tujuan yang diharapkan.

Rasa keadilan di dalam suatu organisasi atau lembaga sekolah merupakan hal

yang cukup penting diperhatikan. Kecemburuan-kecemburuan sosialpun dapat

terjadi jika terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain atas hak-hak

yang tidak pada tempatnya. Seandainya dalam suatu sekolah terjadi tindakan yang

tidak adil terhadap guru khususnya, maka akan berdampak pada terjadinya

penurunan produktivitas kerja guru karena merasa tidak terpenuhinya hak-hak

yang seharusnya didapat. Keadilan itu sendiri merupakan sutu tindakan yang tidak

berat sebelah, sewenang-wenang dan tidak memihak terhadap pihak-pihak tertentu

yang merugikan pihak lainnya.
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Dalam lembaga pendidikan atau sekolah, guru adalah pendidik profesional yang

sangat berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan. Guru

memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena

guru merupakan personal yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan

peserta didik dalam proses belajar mengajar, serta terlibat langsung dalam upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat membimbing para siswa untuk

menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna sesuai dengan

kemampuannya. Produktivitas kerja guru merupakan perbandingan antara hasil

pekerjaan guru dengan pengorbanan yang telah dikerjakan oleh seorang guru

selama menjadi tenaga pengajar. Oleh karena itu, diperlukan faktor pendukung

untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja guru diantaranya keterampilan isi

kerja, memiliki pengetahuan, mengikuti pelatihan, dan terus mengasah

kemampuan mengajar. Produktivitas kerja guru merupakan sutu perbandingan

antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

Sehingga dapat tercapainya unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target

yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan waktu serta bagaimana pekerjaan

tersebut dilaksanakan. Artinya, kalau guru mempunyai tingkat produktivitas tinggi

maka akan tercapai suatu kualitas dan  kuantitas kerja yang diharapkan.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, diduga adanya pengaruh partisipasi guru

dalam pengambilan keputusan, kerjasama, dan rasa keadilan terhadap

produktivitas kerja guru SMP Negeri 2 Negerikaton Kec. Negerikaton Kab.

Pesawaran dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.Pengaruh partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, kerjasama,
dan rasa keadilan terhadap produktivitas kerja guru SMP Negeri 2
Negerikaton Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran.

Keterangan:

X1 : Partisipasi Guru dalam Pengambilan Keputusan
X2 : Kerjasama
X3 : Rasa Keadilan
Y : Produktivitas Kerja Guru

D. Hipotesis

1. Ada pengaruh partisipasi guru dalam pengambilan keputusan terhadap

produktivitas kerja guru SMP Negeri 2 Negerikaton Kec. Negerikaton Kab.

Pesawaran.

2. Ada pengaruh kerjasama terhadap produktivitas kerja guru SMP Negeri 2

Negerikaton Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran.

3. Ada pengaruh rasa keadilan terhadap produktivitas kerja guru SMP Negeri 2

Negerikaton Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran.

4. Ada pengaruh partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, kerjasama,

dan rasa keadilan terhadap produktivitas kerja guru SMP Negeri 2

Negerikaton Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran.

X1

X2

X3

Y


